BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

bahwa ketentuan mengenai struktur Unit Pengendali
Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20
Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu
disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan
organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan
atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan

Makanan;



Mengingat
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun
2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 122);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang



Menetapkan
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Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
65);

9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun
2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status
Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2101);

10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

11.

12.

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku
Aparatur Sipil Negara Badan Pengawas Obat dan Makanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 795);
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26
Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Pasal I
Ketentuan Pasal 16 dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2017 tentang
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat
dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1430), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah dan diantara ayat (4)
dan ayat (5) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a),
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serta diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 16 disisipkan 1
(satu) ayat yakni ayat (5a) sehingga Pasal 16 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Struktur UPG terdiri atas:

a. Pengarah;

b. Pembina;

c. Ketua;

d. Wakil Ketua;

e. Sekretaris; dan
f. Anggota.

(2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a
dijabat oleh Kepala Badan.

(3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b
dijabat oleh Pimpinan Tinggi Madya.

(4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c
dijabat oleh Inspektur Utama.

(4a) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf
d dijabat oleh Inspektur II.

(5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e
dijabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat
Utama.

(5a)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufe
dapat dibantu oleh Tim Penggerak UPG.

(6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f
terdiri atas pejabat struktural tata usaha operasional di
lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

(7) Struktur UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Agustus 2018

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1108

Salinan Sesuai dengan Aslinya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,






